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ABSTRAK

Perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di Asia
bahkan seluruh dunia. Perdagangan orang terjadi tidak hanya menyangkut di
negara Indonesia saja. yaitu perdagangan orang_.antar pulau, tetapi juga
perdagangan orang.di luar negara Indonesia dimana terjadi. perdagangan orang ke
negara-negara.dain.. Sehingga melihat hal ini perdagangan erang benar-benar
merupakan kejahatan yang meresahkan bukan hanya di Indonesia tapi bahkan
sampal negara-negara yang lain di dunia.

Permasalahan dalam penelitian. ini. adalah bagaimana penegakan hukum
terhadap tindak pidana perdagangan orang-di'‘Kaota Bangkinang dalam perkara
Nomor:185/Rid.Sus/2020/PN. BKN. Dan apa kendala penegakan. hukum terhadap
tindak pidana perdagangan orang di Kota Bangkinang dalam perkara Nomor:
185/Pid.Sus/2020/PN.BKN.

Metode penelitian ini ialah observational research atau penelitian
menggunakan sistem survei yakni dengam cara wawancara dan pengamatan
langsung turun ke lapangan. Data yag dipakai di pengkajian hukum ini, mencakup
dari data primer serta data sekunder. Penelitian ini di tinjau dari sifatya adalah
deskriptif, yakni penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang
penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kota Bangkinang
dalam perkara Nomar:185/Pid.Sus/2020/PN. BKN. Yang akan menjadi responden
dalam penelitian ini yaitu Jaksa dan terdakwa terhadap tindak pidana perdagangan
orang di Kota Bangkinang dalam perkara Nomor:185/Pid.Sus/2020/PN. BKN.

Penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di. Kota Bangkinang
dalam perkara Nomor: 185/Pid.Sus/2020/PN:BKN dalam mengadili perkara
hakim lebih cenderung menjatuhkan 'sanksi‘pidana penjara maupun denda dengan
menggunakan batas minimum sanksi yang diterapkan dalam UU Nomor 21 Tahun
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang. Hambatan penegakan hukum
terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kota Bangkinang dalam perkara
Nomor:  185/Pid.Sus/2020/PN.BKN,  yaitu:-Majelis ~ Hakim  melakukan
pertimbangan dalam ‘unsur didalam Pasal 55.ayat (1) ke-1 KUHP membuat
majelis hakim sulit meletakan. putusan sanksi-maksimal kepada terdakwa.-Pasal
88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perdagangan Orang tidak
mengatur adanya sanksi pidana penjara dan denda dengan batas minimum dan
maksimum
Kata Kunci : Perdagangan orang, observational research, Penegakan Hukum,
Pidana



ABSTRACT

Trafficking in persons is a problem of widespread concern in Asia and even
throughout the world. Trafficking in persons occurs not only in the country of
Indonesia, namely inter-island trafficking, but also trafficking in persons outside
the country of Indenesia, where there is trafficking in persons to other countries.
So seeing this trafficking in persons is really a disturbing crime not only in
Indonesia but even to other countries in the world.

The problem in this research.is,how-to enforce the law against the criminal
act of ‘trafficking in_.persons in Bangkinang, City in-"case Number:
185/Pid.Sus/2020/PN. BKN. And what are the obstacles to daw enforcement
against the criminal act of trafficking in persons in Bangkinang City in case
Number: 185/Pid.Sus/2020/PN.BKN.

This research method is observational research or research using a survey
system, namely by means of interviews and direct observations down to the field.
The data used in this legal study includes primary data and secondary data. This
research is viewed from its descriptive nature, namely the author tries to provide a
detailed description of law enforcement against the criminal act of trafficking in
persons in Bangkinang City in.case Number:»185/Pid.Sus/2020/PN. BKN. The
respondents In this study are the prosecutor and the defendant against the criminal
act of trafficking in persons in Bangkinang City in case Number:
185/Pid.Sus/2020/PN. BKN:-

Law enforcement of the criminal act of trafficking in persons in Bangkinang
City in case Number: 185/Pid.Sus/2020/PN.BKN in adjudicating cases, judges are
more likely to impaose imprisonment or fines by using the minimum sanctions
imposed in Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of Criminal Acts of
Persons. Barriers to law enforcement against the eriminal act of trafficking in
persons in Bangkinang City in case Number: 185/Pid.Sus/2020/PN.BKN, namely:
-The Panel of Judges considers the elements in Article 55 paragraph (1) 1 of the
Criminal Code to make a panel of‘judges it is difficult to place a maximum
sanction decision on the defendant. -Article 88 of Law Number 35 of 2014
concerning Trafficking in Persons does not regulate the existence of imprisonment
and fines with a minimum and maximum limit

Keywords: Trafficking in persons, observational research, legal considerations,
bangkinang
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Harapannya, peraturan perundangar ampu memberikan perlindungan bagi
negara Indonesia, laki-laki maupun perempuan. Namun kenyataan menunjukkan
bahwa peraturan perundangan tersebut tidak terlalu efektif melindungi
masyarakat, terutama perempuan (Kartikasari, 2010, hal.9-10).

Perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di Asia

bahkan seluruh dunia. Perdagangan orang terjadi tidak hanya menyangkut di

negara Indonesia saja Yyaitu perdagangan orang antar pulau, tetapi juga
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perdagangan orang di luar negara Indonesia dimana terjadi perdagangan orang ke

negara-negara lain. Sehingga melihat hal ini perdagangan orang benar-benar

merupakan kejahatan yang meresahkan bukan hanya di Indonesia tapi bahkan

intas wilayah
dalam negara . as ne ) e crime) adalah
Modus operasi

dari waktu ke

bentuk perbudakan pada era modern dan dilakukan dengan secara modern, ini
merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Dalam
pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan
bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar

terhadap pelaku. Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin

menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. Setiap tahun diperkirakan 2 (dua) juta
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manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak

(Syafaat, 2003, hal. 1)

Sebagian besar dari mereka yang menjadi korban kejahatan perdagangan

dan

jatuh sebag
korban tind

maupun se

SRALNAEARS

Kitab Unda

21 tahun

ena perdagangan orang sudah
berkembang menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir, maka
diperlukannya adanya pembaharuan komitmen untuk memerangi sebagaimana
tertuang dalam Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional
Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, dan gugus tugas yang

beranggotakan lintas sektoral untuk implementasinya, maka pada akhir bulan Juni



2003 Indonesia telah naik ke peringkat kedua, satu tingkat lebih baik, ini awal
yang baik dari sebuah komitmen bangsa Indonesia (Farhana, 2010, hal 7).

Pemahaman masyarakat Indonesia terhadap tindak pidana perdagangan
orang berhubungan dengan Sikap.kesadaran hukum mengenai pentingnya aturan
yang berupa hukum positif. Berhubungan dengan tingkat kesadaran hukum
tersebut, pemahaman terhadap - hukum fidak hanya pada pengertian pemberlakuan
perundang-undangan (Law In Book), akan tetapi lebih Kepada tataran impementasi
(Law In Action), sehingga pemahaman terhadap tindak pidana perdagangan orang
tidak hanya pada tataran konsep, tetapi lebih. diutamakan pada tataran
implementasi atau penerapan yang berhubungan dengan kesadaran hukum.

Tindak pidana perdagangan orang umumnya, Yyaitu berupa pelanggaran
harkat dan martabat asasi manusia manusia yang berupa perlakuan kejam, dan
bahkan perlakuan serupa . perbudakan.  Pelaku. . ini »“diterima sebagai
ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit
untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit menemukan solusinya.

Faktor-faktor “yang paling mendukung adanya perdagangan orang
diantaranya karena adanya  permintaan(demand) terhadap pekerja disektor
informasi yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah
relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga
menyebabkan para trafficker terdorong untuk melakukan bisnis trafficking. Dari
segi ekonomi kegiatan usaha/bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan
yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para trafficker

yaitu kurangnya penegakkan hukum di Indonesia. Terutama dalam mengadili



pelaku perdagangan orang , termasuk pemilik/pengelola/perusahaan pengerah
tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban
perdagangan orang.

Para pelakus perdagangan..orang bekerja sangat rapih dan terorganisasi.
Umumnya mereka melakukan pencairan korban dengan berbagai cara, cara seperti
mengiming-imingi calon Kkorban dengan: berbagal daya upaya. Diantara para
pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan
cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antar daerah, antar negara,
pemindahtanganan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan atau
transfer, pemberangkatan penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapih,
dan tidak terdateksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada diantaranya
yang dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum). Cara kerja pelaku
ada yang bekerja sendiri ;ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan
jaringan yang menggukan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari
dan menjebak korban ke daerah-daerah mulai dari membujuk, menipu, dan
memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang.tuanya, bahkan sampai pada
kekerasan, menggunakan “teknelogi *.canggih degan cara memasang iklan,
menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses dimana saja, sampai
dengan menggunakan internet.

Apabila suatu peraturan sudah dirasakan sebagai kebutuhan, maka akan
menjadi perasaan hukum (Rechtsgevoel), sehingga peraturan hukum akan dapat

berlaku sesuai kebutuhan dan bukan karena keterpaksaan, dengan demikian tujuan



hukum dan penegak hukum akan berjalan sesuai dengan supremasi hukum
(Henny Nuraeny, 2011 hal. 19)

Ketika fungsi hukum sebagai alat pembangunan dan pembaharuan
masyarakat (Law.As A Tool Of Social Engineering), maka hukuman menjadi alat
untuk mengubah masyarakat kearah yang lebih baik. Kenyataan yang ada
sekarang, sebagian besar masyarakat kurang mempercayai hukum, baik terhadap
aparat penegak hukum maupun lembaga peradilan, sehingga tindakan masyarkat
cenderung main hakim sendiri. Tindakan ini diantaranya diakibatkan karena
kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap jaminan keadilan yang diberikan
oleh hukum (Henny Nuraeny, 2011 hal. 20).

International Labour Organization (ILO) Global Report.on Forced Labour
memperkirakan hampir 2,5 juta orang dieskploitasi melalui perdagangan orang
menjadi buruh seluruh dunia; dan lebih dari setengahnya berada di wilayah Asia
dan Pasifik dan 40% adalah anak-anak (Departemen Kehakiman AS, 2008 hal. 3).
Selanjutnya Internasional Organisation fot Migration (IOM) menyatakan hampir
90% korban perdagangan orang adalah perempuan dimana lebih dari 25% adalah
anak-anak yang memang paling rentan utuk.diperdagangkan.

Oleh karena itu pencegahan perdagangan orang dari perspektif pelanggaran
hak asasi manusia harus dilakukan secara komprehensif dan integral, yang dapat
dilakukan melalui tingkat kebijakan hukum pidana melalui legislasi, pelaksanaan,
dan peradilan (Munthe, 2015, hal 184). Pemerintah Indonesia mengambil langkah
kebijakan penegakan hukum dengan mengeluarkan UU RI 21 Tahun 2007

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
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Upaya penegakan hukum menurut dipengaruhi oleh beberapa faktor
diantaranya:
1. Faktor undang-undang, yaitu gangguan yang berasal dari undang-undang

2. g ! ai ihak-pi y membentuk maupun

dari peneg ' N . aka : ektivitas penegakan

hukum.

peraturan perundang- @u di “Indonesia sebagian besar
merupakan warisan zama ' al, a L perundang-undangan tersebut
sudah sangat tidak relevan lagi de ondisi saat ini, menurut Moeljatno,
walaupun UU RI. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Pidana Umum (KUHP) telah
berusaha untuk menyesuaikan peraturan-peraturan hukum pidana dengan suasan
kemerdekaan, namun pada hakikatnya asas-asas dan dasar-dasar tata hukum
pidana dan hukum pidana masih tetap dilandaskan pada ilmu hukum pidana dan

praktek hukum pidana kolonial yang mewajibkan adanya konkordansi dengan

yang ada di negeri Belanda (Arief, 2010, hal. 12).



Pernyataan Moeljatno tersebut, mengisyaratkan perlu segera dilakukan
pembaharuan di bidang hukum. Pembaruan hukum (law reform) merupakan salah
satu di antara banyak permasalahan hukum, terutama dihadapi oleh negara- negara
yang sedang berkembang termasuk Indonesia: Pembangunan materi hukum di
Indonesia diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mengabdi
kepada kepentingan nasional.. Penyusun program. legislasi nasional secara terpadu
sesuai dengan prioritas sangat diperlukan, termaksud upaya penggantian peraturan
perundang-undangan warisan kolonial dengan peraturan perundang-undangan
yang bersumber pada Pancasila dan Undan-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) (Arief, 2010, hal. 12).

Di dalam-penyelenggaraan pemerintah negara, terdapat dua jenis peraturan
yang dapat berlaku secara berdampingan, yaitu peraturan perundang-undangan
dan peraturan kebijakan Peraturan kebijakan ini mempunyai eiri-cirinya yakni:

1. Peraturan itu baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak didasarkan
pada undang-undang dasar atau pada undang-undang

2. Peraturan itu dapat, bersifat tidak tertulis dan tidak terjadi oleh serangkaian
keputusan instansi pemerintah “yang.. berdiri sendiri, dalam rangka
menyelenggarakan kewenangan pemerintah yang tidak terkait. Ditetapkan
dengan tegas secara tertulis oleh suatu instansi pemerintah;

3. Peraturan itu pada umumnya, merupakan bagaiaman, suatu instansi pemerintah
akan bertindak dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah, yang tidak
terikat terhadap setiap orang, dalam situasi sebagaimana dimaksud dalam

peraturan itu (Bakhri, 2010, hal. 13).
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Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral
dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai

kesejahteraan masyarakat (social walfare). Tujuan akhir atau tujuan utama dari

menjelaskan dalam berbaga . Bentu adal at represif yang

menggunakan_ sarana pe | seri em peradilan pidana

(Criminal J e Sys ) Lo mencakup pula
proses krimi e entuk-yang ke Upa ; evention Without

Punishment

..Q ara (Arief, 2010, hal. 9).
Uraian di atas terlihat, bahv . anggulang ahatan perlu ditempuh dengan
pendekatan kebijakan, dalam arti:
1. Keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial.
2. Keterpaduan (integralitas) antara upaya penaggulangan kejahatan dengan penal

dan nonpenal.

Ketentuan-ketentuan hukum pidana tersebut adalah merupakan kebijakan

pemerintah melalui politik hukum pidana untuk mewujudkan peraturan-peraturan
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yang baik, sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Politik hukum
hadir, di titik perjumpaan antara realisme hidup dengan tuntutan idealisme. la

mengoreksi keadaan yang kurang ideal, dan serentak menghadirkan yang

o
[¢]
=
w
[S¥]
3
o
»
=
o
D
o
QD
=
c
=
c
3

1. Tujuan (

2. Cara/me

eSS e B ke

3. Konfigure (Tanya, 2011,
hal. 6)

Dilihat ﬁ um pidana pada

hakekatnya merupakan pe ehijakar pbeberapa tahap (Arief, 2012,
hal. 13):

1. Tahap formulasi yaitu tahap pe ukum in absracto oleh badan pembuat
undang-undang (tahap kebijakan legislatif)

2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat
penegekan hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan (tahap kebijakan
yudikatif)

3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh

aparat-aparat pelaksana pidana (tahap kebijakan eksekutif atau administratif)

10
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Proses legislasi/formulasi merupakan tahap perencanaan awal yang sangat

strategis dari proses peneggakan hukum in concreto, oleh karena itu,

kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan

kurun dua tahun terakhir mengalami penurunan, dengan perincian sebagai berikut:
1377 kasus pada 2016, 1.838 kasus pada 2017, 1.079 kasus pada 2018 dan 732
kasus pada 2019 (https://akurat.co/fokus/id-704217-readsampai-pertengahan-
tahun-ini-4906-orangindonesia-jadi-korban-mafia-perdaganganmanusia/, diakses

30 Maret 2020).

11
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Salah satu kasus yang terjadi di Wilayah Pengadilan Negeri Bangkinang
didapatkan suatu kasus tindak pidana perdagangan orang orang yang dilakukan

oleh terdakwa yang bernama saudari Ernawati alias Erna alias Rina binti Usman

Kabupaten Asa / Dewi alias Dewi
Binti Sali ala ' : C atan Aek Ledong
Kabupaten = Asa . ate aitl erkara Nomor

185/PID.S

dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di
Kota Bangkinang dalam perkara Nomor:185/Pid.Sus/2020/PN. BKN?

2. Apa hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di

Kota Bangkinang dalam perkara Nomor: 185/Pid.Sus/2020/PN.BKN?

12
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Sesuai dengan masalah pokok pada penelitian ini, maka yang menjadi

tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

gangan orang di Kota

LIS .
.‘ dak pidana

1. Penelitia ambah wawasa n.ilmu pengetahuan

orang Di Kota

perkara Tindak
perkara Nomor:
.
Penelitian ini bermanfas ‘ : gkungan UIR sebagai bahan
bacaan perpustakaan dan sebagai bahan masukan bagi penelitian selanjutnya
untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan.
D. Tinjauan Pustaka
1. Pengertian Implementasi Penegakan Hukum
Menurut Jimly Asshiddigie: “Penegakan hukum adalah proses dilakukannya

upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata

13
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sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu

dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini,

Senin, 14

2. Penge

Strafbaar fe

“straf” artin : aa inya dapat @ dan “feit” adalah

digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan
(Chazawi, 2011, him. 69).

Tindak pidana adalah suatu istilah yang mengandung pengertian dasar ilmu
hukum sebagai istilah yang sengaja dibentuk dengan kesadaran dalam

memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana

mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam

14
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lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang
bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan

istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat (Mahrus, 2011, hal.

eh UU”. Hal

a tindak pidana

tau asas ‘‘sifat

3. Penge

Perdaganga g adala ) aka C an, pengangkutan,

QQ entan, penjeratan utang atau
memberi bayaran atau manfa ‘ S mpero eh persetujuan dari orang yang
memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara
maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang
tereksploitasi. (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (LN Tahun 2007 No. 58, TLN

No. 4720).

15
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Perdagangan orang saat ini lebih dikenal dengan istilah human trafficking

yang paling banyak dipakai adalah pengertian yang diambil dari protokol PBB

untuk mencegah, menekan dan menghukum pelaku trafficking terhadap manusia,

yang meme

(

tersebut.

jaringan dari daerah/negara asal korban sampai ke daerah/ negara tujuan. Jaringan

pelaku memanfaatkan kondisi dan praktek sosial di daerah negara asal korban
dengan janji-janji muluk dan kemudian memeras korban baik secara fisik maupun
seksual (Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Kumdil Mahkamah

Agung RI 2018, hal. 1).

16



Tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan cara
pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan
martabat manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa
perbudakan. Perlakuan ini diterima sebagai-ketidak berdayaan korban, yang
terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk di identifikasi, sehingga
akan berakibat sulit untuk -menemukan/ solusinya. Upaya penanggulangan
perdagangan orang (counter-trafficking) sejatinya telah dilakukan baik di tingkat
internasional maupun nasional. Lahirnya Protokol Tahun 2000 tentang Mencegah,
Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khusunya
Perempuan dan Anak, yang dikenal sebagai Protokol Palermo telah menjadi
pendorong disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Rauf, 2009, hal. 1).

Salah satu faktor terjadinya human trafficking adalah kemiskinan dan
pendidikan rendah. Kondisi seperti ini_cenderung dimanfaatkan oleh pihak-pihak
tertentu untuk kepentingan bisnis dengan memangsa perempuan dan anak, karena
mudah diiming-imingi/bujukan, ditakut-takuti, dibohongi, ditipu, dan pekerja
dengan upah murah. Selain itu. terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia
menyebabkan perempuan dan anak cenderung ingin menjadi TKI/TKW ke Luar
Negeri, dengan tujuan memperoleh penghasilan untuk menutupi beban ekonomi
keluarga, kondisi seperti ini lah yang selalu cenderung dimanfaatkan oleh sindikat
perdagangan orang (Arif, 2018, hal. 33).

Saat ini tindak pidana perdagangan orang (disingkat TPPO) merupakan

kejahatan dengan bentuk dan modus operandi yang sangat kompleks karena

17
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terkait dengan bentuk-bentuk kejahatan baru, seperti white collar crime,

organized crime dan transnational crime (Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono,

2011 hal. 7).

aspek-aspe A d q hatan itu adalah

perdagang ' ha erlara : an. senjata illegal,

perdagang rang, hak kekaya alektL an uang (Sasha L, 2005,

(selanjutnya disebut Protokol Perdagangan Orang/ Trafficking In Persons
Protocol, pen.) membantu negara-negara dalam melaksanakan protocol
perdagangan orang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No. 21 tahun 2007
tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang mengkonsepkan human

trafficking adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan penyembunyian atau

18
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penerimaan seseorang, melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-

bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan

kekuasaan atau posisi rentan atau memberi, menerima pembayaran atau

a. Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri tanpa disertai
dokumen resmi atau dengan resmi yang dipalsukan dengan berkedok berbagai
kegiatan legal, misalnya misi kebudayaan.

b. Penempatan tenaga kerja didalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual.

c. Penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu untuk melegalisasi hubungan

seksual dalam jangka waktu tertentu dengan mendapat kompensasi finansial

19
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(kawin kontrak), yang biasanya dilakukan oleh lelaku pekerja asing dengan
perempuan Indonesia.

d. Penyelenggaraan perkawinan antar negara melalui pesanan (mail-order bride)

upah yang

, mental dan

Dijadikan pelacur.
e. Dipekerjakan sebagai model, artis atau penyanyi pada industri pornografi.

f. Bekerja di luar negeri.

g. Kawin kontrak.

h. Eksploitasi anak untuk dijadikan sebagai pengemis.

i. Perdagangan bayi yang meliputi penculikan bayi, penculikan wanita hamil,

peminjaman uang kepada orang tua pada bayi yang tidak mungkin bisa

20
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dikembalikan, sehingga konsenkuensinya mereka harus mengganti dengan
bayi mereka.

J. Praktik penyamaran sebagai dokter di rumah sakit.

Aty
Q 5

terkait persoalan ¢

3
QD
5
@
oy
[%2]
@D
Py
c
2,
—
@
=
3
QD
=

perundang-undangan p @ asih rendahnya respondan

TS
komitmen negara, tindakan pe ‘ “' 2nanggulangan lebih mengandalkan
sarana penal, penanganan dan penindakan banyak diwarnai dengan permainan
kotor dan kurang intensif dan efektifnya kerja sama di dalam negeri maupun lintas
batas negara secara bilateral, regional dan internasional. Akan tetapi persoalannya
berawal dari banyak ragamnya definisi perdagangan orang (Heni Siswanto, 2003

hal. 12).
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Kebijakan formulasi terkait perumusan definisi perdagangan orang

termaksud sumber pemicu munculnya kontroversi, baik di kalangan lembaga-

lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. telah banyak definisi perdagangan

Penegakan hukum adalah merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan
konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, penegkan
hukum merupakan suatu prose yang melibatkan banyak hal (Dellyana Shant, 1998
hal. 32).

Tindak pidana adalah berasal dari istilah yang di kenal dalam hukum pidana

belanda yaitu strafbaar feit atau delict, dalam bahasa Indonesia disamping istilah

22
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tindak pidana untuk terjemahan strefbaar feit atau delict sebagaimana yang
dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T

Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti perbuatan pidana,

penipuan,

bayaran at

penelitian ini.
F. Metode Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini, dengan menggunakan metode penelitian
sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

23
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Jenis penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian hukum observasi atau
disebut juga sebagi observational research dengan cara melakukan survei secara

langsung ke lapangan guna untuk mendapatkan data primer dan sekunder yang

penegakan Kota Bangkinang

dalam per itu  membuat

kesimpulan

al ini dilakukan

dengan pertimbang jadie : Orang di Kota

mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama, pada tahapan ini seseorang
penelitian harus mampu mengelompokan dan memilih apa dan mana yang dapat
dijadikan populasi, tentunya dengan dasar pertimbangan keterkaitan hubungan
dengan objek yang akan diteliti adapun yang menjadi populasi dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

24



N ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

ISIIATU

nery wejsy sej

Tabel.1.1. Populasi dan Responden

NO POPULASI Responden

1 Hakim Pengadilan Negeri 3 orang

kripsi ini yaitu putusan

mengkaji setiap pe Q@““W
perkara Nomor: 185/Pid.Sus/z P ‘
b. Data Sekunder

Data  sekunder  adalah  berkas  perkara  pidana  Nomor:
185/Pid.Sus/2020/PN.BKN, data yang diambil dari literatur-literatur dan
bahan-bahan perkuliahan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah dan bacaan

lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibuat.

5. Alat Pengumpul Data

25
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Alat pengumpul data yang dijawab adalah wawancara yaitu proses
memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab

sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab

dak pidana

Nomor:

mer terhadap

jangan orang di

dengan pendapat para ahli hukum.
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BAB Il
TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang.Tindak Pidana

Feit yang
terdiri da p : sebac ana dan hukum,
feit diartikan
sebagai ti
merupakan
Pidana, yan

delict. Jadi,

w2

N6

hukuman pi

pidana (Sud

N
-
o
o
>
o
)
=
QD
o
QD
w
[
5
c

tindakan yang dapat dihukum. uskan strafbaar feit adaah suatu
kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan
(Chazawi, 2005, hal. 72).

Jadi, sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan
manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undanga, hingga pada

dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arus

tersendiri seperti halnya dengan unsur lain. Moeljatno juga berpendapat bahwa:
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“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai
sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang

perbuatan,

melawan h

o

pidana kurungan dan dend

ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan
pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan
hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu
hanya membahayakan in abstracto saja Secara kuantitatif pembuat Undang-

undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:
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a. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan
kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar

negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di

an sedemikian

tindak pidana materil, inti lara
Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang
dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana
materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan,
tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.
Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi

pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak
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menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan

pembunuhan.

3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja

tindak pidana

tindak pidana

terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Tindak pidana pasif ada dua macam vyaitu tindak pidana pasif murni dan tindak
pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana
yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-
mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak

pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa
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tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau

tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan

tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

ng terus, yang
i dapat disebut

arang.

KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil. Sementara itu tindak pidana
khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam
hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan

istilah delik-delik di dalam KHUP dan delik-delik di luar KUHP.

7. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana

communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan
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tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang

yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku

8. Berdasark U 0 ad enuntutan, maka

dibedz

Tindak pidana biasa ya S . pidana yang untuk

dilakukannya ) ‘ a, tide aratkan adanya

diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat
dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat
dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak

pidana tertentu yang dibentuk menjadi:
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a. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga

disebut dengan bentuk standar;

b. Dalam bentuk yang diperberat; dan

semua u - ar ame gda bentuk yang

diperberat’ da i ( d g ke unsur bentuk
pokok itu, mela sekeds okoknya atau pasal
bentuk po a, kemudian disebutkan atau yang bersifat
memberatkan a ringankan secara teg: " a Karena ada faktor
pemberatnya ata . ) tindak pidana
terhadap be lebih berat atau

lebih ringan

Sistematika pengelompokan pidana bab per bab dalam KUHP
didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan
hukum yang di lindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku I
KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara,

dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab | KUHP), untuk

melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa
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umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk
melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak

pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP),

tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur

lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang
ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir

(dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:
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a. Unsur Objektif Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada
hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan

si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

yaitu pembunuhan yang direnc erlebih dahulu.

5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.32 Menurut

Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah:

a) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat
atau membiarkan).

b) Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).
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¢) Melawan hukum (onrechmatig).

d) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand)

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi

1) Perbuate

2) Mela

perbuatan pidana dan diatur se dalam Pasal 297. Penjelasan Pasal
297 KUHP menurut R. Soesilo bahwa yang dimaksud dengan perdagangan
perempuan adalah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk
menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula disini mereka yang

biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirim ke luar negeri yang

maksudnya akan digunakan untuk pelacuran (Soesilo, 1988, hal, 217)
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Perdagangan yang dimaksud dalam Pasal 297 lebih ditujukan untuk
perekrutan, pengiriman, dan penyertaan perempuan guna dilacurkan.
Kenyataannya perdagangan perempuan dan anak laki-laki dibwah umur dapat
juga terjadi dengan tujuan untuk_melakukan.perbudakan atau ekploitasi tenaga
kerja. Penjelasan Pasal tersebut merupakan penjelasan tidak resmi artinya bukan
penjelasan dari negara yang..merupakan-penjelasan dari KUHP.64 Sedangkan
pengertian perdagangan orang menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2007
tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang - lalah tindakan
perekrutan,pengangkutan, — penampungan, pengiriman, pemindahan, atau
penerimaan seseorang dengan ancaman Kkekerasan, penggunaan kekerasan,
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau
posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga
memperoleh persetujuan dari_orang yang memegang kendali atas orang lain
tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan

eksploitasi atau mengakibatkan orang terekploitasi (Soesilo, 1988, hal, 217)

Dalam Pasal 546 RUU KUHP (tahun 2006) mengatakan bahwa tindak
pidana perdagangan orang adalah setiap orang yang melakukan perekrutan,
pengiriman, penyerahterimaan orang dengan menggunakan kekerasan atau
ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan
kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang, untuk tujuan
mengekploitasi atau perbuatan yang dapat terekploitasi orang tersebut, dipidana
karena melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara

paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lime belas) tahun dan pidana
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denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI (RUU KUHP,

2006)

Unsur kesalahan dalam rumusan tindak pidana.perdagangan orang adanya

kesalahan

maksud

undang No. 21 Tahun 2007 Tenta oerantasan Tindak pidana perdagangan

orang diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 23. Pasal 10 menjelaskan bahwa: “Setiap
orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana
perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”. 73 57 Sedangkan penjelasan
mengenai Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 yaitu: “Pada Pasal 2 ayat

1 UU.No 21 tahun 2007 mengatakan bahwa: “Setiap orang yang melakukan
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perekrutan,pengangkutan,  penampungan, pengiriman, pemidanaan, atau
penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,

penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, atau penyalgunaan kekuasaan atau

600.000.00¢

Pada

memasukka

negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000
dan paling banyak Rp. 600.000.000”. Pasal 5 UU. No 21 tahun 2007 mengatakan
bahwa: “Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan
sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk diekploitasi dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 3 58 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun
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dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp.
600.000.000”. Pasal 6 UU. No 21 tahun 2007 mengatakan bahwa: “Setiap orang

yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa

pembantua

singkat 3 (tiga

Rp. 120.00

melakukan ti

“Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang
dari proses peradilan pidana dengan:
1. Memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya
kepada pelak.
2. Menyediakan tempat tinggal bagi pelaku.

3. Menyembunyikan pelaku; atau
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4. Menyembunyikan informasi keberadaan pelaku 59 Dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan
paling banyakRp. 200.000:000,00 (dua ratus juta rupiah)”’.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai Pertanggungjawaban pidana dalam
pembantuan tindak pidana. .perdagangan’ orang terdapat perbedaan dalam
Pertanggungjawaban pidana pembantuan dalam KUHP dan Pertanggungjawaban
pidana pembantuan tindak pidana perdagangan orang dalam KUHP dan undang-
undang No. 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang. Dimana dalam Pasal 57 KUHP menjelaskan bahwa dalam hal
pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga,
dan bagi yang melakukan kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana
penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara, paling lama lima belas tahun.
Sedangkan dalam Pasal 10 undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang
pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. menjelaskan bahwa “Setiap
orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana
perdagangan orang, dipidana dengan ‘pidana-yang sama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”. Disini dalam hal
pembantuan melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidananya disamakan
dengan orang yang melakukan kejahatan secara tunggal.

Meskipun terdapat perbedaan pemberian hukuman terhadap orang yang
membantu melakukan kejahatan atau pertanggungjawaban terhadap 60 orang

yang melakukan pembantuan dalam pasal 57 KUHP dengan Pasal 10 undang-
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undang No. 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang, maka yang diterapkan adalah Pasal 10 undang-undang No. 21 Tahun 2007

Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena mengingat

i unsur-unsur

i. selain itu,

b ) 5 ah NKRI untuk
Pard
L
C emberikan sesuatu untuk
d. Mengirimkan anak . geri dengan cara apapun, dan

setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan
cara melakukan persetubuhan atau pencabulan, mempekerjakan korban
untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan.

e. Setiap orang yang memberikan atau memasukan keterangan palsu pada

dokumen negara atau dokumen lain untuk mepermudah TPPO.
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f. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti

palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan

hukum.

Kelompok, yaitu kumpt a orang atau lebih yang bekerja sama
melakukan perbuatan pidana perdagangan orang.

3) Korporasi, yaitu perkumpulan/organisasi yang didirikan dan dapat
bertindak sebagai subjek hukum yang bergerak dibidang usaha yang
dalam pelaksanaannya melakukan penyalahgunaan izin yang

diberikan.
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4) Aparat, yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintah yang diberi

wewenang tertentu namun melakukan penyalahgunaan dari yang

seharusnya dilakukan.

kejahata dilakukan.
2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau

keterangan untuk melakukan kejahatan.

4. Ketentuan Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ketentuan pidana tentang tindak pidana perdagangan orang diatur dalam

KUHP Pasal 297 KUHP mengatakan bahwa: “Memperniagakan perempuan dan
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memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya
enam tahun”, sedangkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya ditulis UU HAM) mengatakan bahwa: “

umum pad asalah pe angan orang | cara lengkap

mengenai a0 ara pelaku  Tinc erdagangan  Orang

dilakukan perorangan, kelompok maupun korporasi. Pada Pasal 2 ayat 1 UU. No
21 tahun 2007 mengatakan bahwa: “Setiap orang yang melakukan
perekrutan,pengangkutan,  penampungan, pengiriman, pemidanaan, atau
penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, atau penyalgunaan kekuasaan atau

posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun
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memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain,
untuk tujuan ekspoloitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia di
pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15
tahun dan pidana-denda paling.sedikit Rp..120.000.000 dan paling banyak Rp.
600.000.000”. Pada Pasal 3 UU.No 21 tahun 2007 mengatakan bahwa : “Setiap
orang yang memasukkan orangcke wilayah mnegara Republik Indonesia dengan
maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau di
eksploitasi di-negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000
dan paling banyak Rp. 600.000.000”. Pasal 4 UU.No 21 tahun 2007 mengatakan
bahwa : “Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah
negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah
negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000
dan paling banyak Rp. 600.000.000”. Pasal 5 UU.No 21 tahun 2007 mengatakan
bahwa : “Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan
sesuatu atau memberikan ‘sesuatu dengan..maksud untuk diekploitasi dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp.
600.000.000”. Pasal 6 UU.No 21 tahun 2007 mengatakan bahwa : “Setiap orang
yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa
pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda
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paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000”. Dan dalam
Pasal 10 mengatakan bahwa : “Setiap orang yang membantu atau melakukan

percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan

pengadilan Negeri Bangkinang.

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -
Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika sekitar pukul 19.00
WIB terdakwah dihubungi saksi RUKIYAH Yang menyampaikan ada 2 orang

wanita yaitu saksi SRI PUSPA DEW!I Alias Dewi dan Sugita Alias Gita di desa
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aek bangek kecamatan aek ledong kabupaten asahan. mau bekerja di Malaysia

setelah diyakinkan oleh saksi rukiyah.

Kemudian terdakwah dan saksi rukiyah membujuk saksi dewi agar mau
bekerja di Malaysia karena apabila bekerja di Malaysia gampang mendapatkan
uang dan melunasi hutang, dan membahagiakan kedua orang tua. terdakwa dan
saksi RUKIAH menemui‘saksi’ GITA" 'yang /sedagng terjerat hutang dan
menanggung cicilan keredit motor terdakwa dan saksi menjanjikan pekrjaan
sebagai perawat orang tua jompo di Malaysia dengan iming-iming gaji besar,
kerjaan enak dan semua biaya keberangkatan di tanggung oleh terdakwa. orang
tua GITA menyetujui pergi bekerja ke Malaysia. Untuk menyakinkan dewi dan
gita terdakwa mendatangi kedua orang tua mereka, orang tua dewi diberikan uang
sebesar Rp3.000.000, sedangkan orang tua gita diberikan.uang sebesar Rp
1.000.000 untuk_pertinggal.“Sehingga dengan-di.berikannya uang kepada orang
tua dewi dan gita, orang tua mereka langsung menyetujui untuk berangkat bekerja
ke Malaysia. Tidak cukup hanya dewi dan gita terdakwa mencari korban lain
bernama ANA melalui agen ERNAWATI masih dengan pola yang sama yaitu
dengan menjanjkan pekerjaan“dan gaji yang besar kerjaan yang enak sekaligus
terdakwa memberikan uang pertinggal kepada korban sehingga orang tua korban
dan korban bersedia untuk menerima pekerjaan di negara Malaysia. Tidak sampai
pada ana saja masih banyak korban-korban lain yang di rekrut dengan pola yang

Sama.
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BAB Il1

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum. Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota

Bangkinang Dalam Perkara Nomor: 185/Pid.Sus/2020/PN.BKN

Tindak pidana perdagangan rerang; dari tahun ke tahun mengalami
peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum-di cita-citakan khususnya
dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang belum terimplementasikan
dengan baik. Meingkatnya tindak pidana perdagangan orang disebabkan oleh
kemajuan teknologi dewasa ini dan faktor ekonomi yang mendesak. Berdasarkan
hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Dedi Kuswara, S.H.,M.H. selaku

hakim Pengadilan Negeri Bangkinang menerangkan sebagai berikut :

Korban tindak /pidana perdagangan ‘orang semakin marak terjadi
belakangan ini. Hal ini dapat' dilihat-dengan semakin banyaknya laporan
yang masuk. Adapun yang menjadi korban adalah wanita dengan di iming-
imingi sejumlah uang. Para wanita tersebut diperdagangkan sebagai PSK
dan ada juga yang masih remaja di bawah umur.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Dedi Kuswara,
S.H.,M.H selaku hakim Pengadilan Negeri _Bangkinang dapat diketahui bahwa
korban tindak pidana perdagangan orang sebagian besar didominasi terhadap
wanita dengan iming-iming sejumlah uang. Adanya iming-imingan sejumlah uang
terhadap korban yang selanjutnya korban menerima tawaran tersebut
menunjukkan adanya indikasi bahwa terjadinya tindak perdagangan orang karena
didominasi oleh faktor ekonomi yang lemah dari pihak korban. Menurut

pandangan teori feminist marxist, wanita menjadi pihak yang tertindas karena
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situasi dan tuntutan ekonomi. Hal inilah yang kemudian memaksa para wanita

tersebut, akhirnya menjadi seorang pekerja seks.

Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa “tiap-tiap warga
negara berhak-atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”. Pekerjaan dan
penghidupan yang layak merupakan suatu hak asasi yang berhak diperoleh tiap-
tiap warga negara dimana-hal tersebut telah‘diamanatkan dalam ketentuan Pasal
27 ayat (2) UUD NRI 1945. Namun, dalam fenomena yang terjadi sebagaimana
dalam Putusan Nomor 185/PID.SUS/2020/PN.BKN, dimana wanita sebagai
korban eksploitasi seksual dengan dijadikan sebagai pekerja seks komersial
(PSK), penulis: berpandangan bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk
pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dimana pekerjaan sebagai pekerja seks
komersial bukan merupakan suatu bentuk pekerjaan yang layak karena sangat

bertentangan dengan nilai-nitai-kesusilaan,

Selanjutnya, dalam menilai penerapan hukum pidana materil terhadap
pelaku tindak pidana perdagangan orang serta mengkaji pertimbangan hukum
hakim dalam memutus  perkara  tindak pidana perdagangan dalam Putusan
Pengadilan Negeri No. 185/PID.SUS/2020/PN.BKN, dibutuhkan paparan terlebih
dahulu mengenai duduk perkara yakni dimana selanjutnya akan dipahami alasan

hukum (legal reason) dari pertimbangan hakim tersebut.

Tanggung jawab pembuat peserta adalah sama dengan tanggung jawab
pembuat pelaksananya, ialah masing-masing dipertanggungjawaban yang sama

seperti pembuat tunggal (dader), walaupun mereka itu sebenarnya bukan pembuat
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tunggal. Tetapi tanggung jawab pembuat pembantu dibedakan atau tidak sama
dengan tanggung jawaab bagi pembuat peserta, dan artinya tidak sama pula

dengan tanggung jawab bagi pembuat tunggal. Pembedaan ini, ialah tanggung

ringan, d ngan pembuat

pelaksana, dari pembuat
pembantu eserta maupun

pembuat pe

pembuat pe : enga i pembuat
pelaksananya
b. Jadi kesengajaan pembua U tidak sama dengan kesengajaan
pembuat pelaksana maupun pembuat peserta. Dia tidak mempunyai
kepentingan yang penuh terhadap terwujudnya kejahatan sebagaimana
kepentingan yang utuh bagi pembuat pelaksananya maupun pembuat
peserta.

c. Inisiatif untuk menimbulkan kejahatan tidak berasal dari pembuat

pembantu, tetapi sepenuhnya berasal dari pembuat pelaksananya dan atau
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pembuat pesertanya. Tidak ada peran atau sumbangan subjektif dari

pembuat pembantu terhadap terbentuknya kehendak pembuat pelaksana

maupun pembuat peserta untuk mewujudkan kejahatan.

hanya perbuagtan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya,
beserta akibatnya. Pertanggungjawaban pidana bagi pembuat pembantu
nyata-nyata lebih ringan dari pada pertanggungjawaban pidana bagi
bentuk-bentuk peserta lainnya. Hanya terhadap pidana tambahan saja
dipersamakan dengan bentuk-bentuk peserta lainnya (ayat 3). Beratnya

pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada pembuat pembantu dibatasi,
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yakni tidak boleh melampaui 2/3 (dua per tiga) dari pidana pokok yang

diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan (ayat 1).

Demikian juga bagi kejahatan yang diancam. dengan pidana mati atau
pidana penjarasseumur. hidup, bagi pembuat pembantu dalam kejahatan yang
bersangkutan, dibatasi tidak boleh dijatuhkan pidana mati atau pidana penjara
seumur hidup, melainkan.hanya' boleh “dijatuhkan. pidana penjara sementara
setinggi-tingginya 15 tahun (ayat 2). Bahwa prinsip pidana pada pembantuan yang
lebih ringan dari pada pidana pada pembuat tunggal atau demikian juga lebih
ringan dari pada bentuk-bentuk peserta yang lain, di simpangi oleh beberapa
perkecualian dalam tindak pidana khusus tertentu. Dalam hal menjatuhkan pidana
bagi pembuat pembantu, oleh ayat (4) ditentukan. yakni yang diperhitungkan
hanyalah “wujud perbuatan apa yang sengaja dipermudah atau diperlancar
olehnya, beserta akibatnya”Dalam, ketentuamini' di satu pihak tanggung jawab
pembuat pembantu itu terbatas atau dibatasi, yakni hanyalah pada wujud
perbuatan apa yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya saja. Tetapi di
lain pihak tanggung jawab pembuat pembantu diperluas, yakni bertanggung jawab
pula terhadap akibat apa yang timbul.dari perbuatan yang sengaja mempermudah

atau memperlancar timbulnya kejahatan itu.

Arti perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar adalah, bahwa
tanggung jawab pembuat pembantu tidak boleh melampaui dari apa yang
dipermudah atau diperlancar terwujudnya kejahatan oleh perbuatan yang
dilakukannya. Sedangkan pembuat pembantu bertanggung jawab pula pada

akibatnya (diperluas) adalah berupa keadaan-keadaan objektif yang memberatkan

53



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

yang timbul setelah diwujudkan perbuatan. Ketentuan mengenai tanggung jawab
pembuat pembantu yang demikian ini, mengandung arti bahwa pembuat

pembantu itu adalah 54 accessoirel (bergantung) pada apa yang diperbuat oleh

emikian, memang
Ir sebagaimana

ditentutaka an: “Terhadap

ALACN

penganjur diperhitungkan

beserta aki kualifikasinya

t pelaksananya.

VALY

seperti itu. Dengan demikian, pada masing-masing mengandung arti, bahwa pada
penganjuran adanya kesengajaan pada pembuat penganjur tidak hanya menetukan
dapat tidaknya dipidana bagi pembuat penganjur, tetapi juga menentukan
kualifikasinya sebagai pembuat ataukah bukan pembuat penganjur. Ini berarti pula
bahwa dalam kenyataannya kualifikasi 55 kejahatan yang dilakukan pembuat

penganjur ataukah bukan pembuat penganjur. Ini berarti pula bahwa dalam
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kenyataan kualifikasi kejahatan yang dilakukan pembuat penganjur bisa tidak
sama dengan kualifikasi kejahatan bagi pembuat pelaksananya. Hal ini berbeda

dengan pembuat pembantu.

Pada pembuat pembantu, karena ada kalimat itu tadi (dalam menentukan
pidana bagi pembantu), maka kesengajaan yang ada pada diri pembuat pembantu
hanyalah’ menentukan .tentang” ' dapat “tidaknya, dia dipidana, dan tidak
memengaruhi. tentang  kualifikasinya, karena  kualifikasinya bergantung

sepenuhnya pada apa yang diperbuat oleh pembuat pelaksananya.

Walaupun dalam menetukan dapat dipidananya pembuat pembantu itu
bergantung (accessoire) pada apa yang diperbuat oleh pembuat pelaksananya,
namun dalam hal pembuat pelaksananya ada alasan peniadaan penuntutan maupun
adanya dasar peniadaan pidana. Hal ini dapat dimengerti sepenuhnya, karena
penentuan pidana bagi pembuat/pembantu ‘yang accessoire pada pembuat
pelaksananya itu, adalah pada apa yang diperbuat oleh pembuat pelaksana atau
pada perbuatannya dan bukan pada kualitas pribadinya (yang meniadakan
penuntutan atau meniadakan pidana). Tindak pidana yang dirumuskan seperti
pembantuan ada beberapa tindak' pidana khusus yang rumusannya sebagai
pembantuan, tetapi bukan pembantuan sebagaimana menurut Pasal 56 KUHP,
karena 56 dirumuskan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan
dipertanggungjawabkan sendiri bagi pembuatnya, yang tidak ada hubungannya

dengan pertanggungjawaban pada pembantuan.

Dalam Perkara Pidana
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Dalam menjatuhkan putusan pada terdakwa, Majelis Hakim harus cermat
dan teliti memeriksa perkara, serta harus melihat secara seksama dakwaan yang

telah diajukan dan dibacakan oleh jaksa Penuntut Umum.

Dalam pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu_perkara Majelis
Hakim harus menyimak dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut
Umum dan Penasehat hukumtdan Keterangan-terdakwa, Majelis Hakim harus
mempertimbangkan keterangan yang disampaikan oleh saksi dan terdakwa dalam
persidangan selain dari itu Majelis Hakim juga harus melihat dan meneliti alat
bukti yang diajukan dipersidangan selama persidangan berlangsung. Maka dalam
menjatuhkan putusan kepada terdakwa Majelis Hakim harus melakukan
pertimbangan selama persidangan berlangsung hingga persidangan selesai karena
Majelis Hakim-harus memutus perkara sesuai dengan hukum-yang berlaku atau
undang-undang. Hal ini sangat diperlukan wntuk -menciptakan rasa keadilan,
sehingga dalam menjatuhkan sanksi pidana Hakim memperhatikan semua yang
telah diajukan dalam persidangan berupa alat bukti, saksi-saksi, keterangan
terdakwa, untuk menetukan peristiwa pidana yang terjadi selain itu keyakinan
Hakim juga sangat diperlukan untuk melakukan pertimbangan dalam menjatuhkan

sanksi pidana.

Berikut  pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor:
185/Pid.Sus/2020/PN.BKN - Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke
persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum para
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terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan sela

nomor 185/Pid.Sus/2020/PN. BKN. Tanggal 03 juli 2020 yang amarnya ialah:

a) Menolak eksepsi Penasehat Hukum para terdakwa untuk seluruhnya.

mengajukan'sa a ang te [ kan keterangan

didepan pe
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b) Unsur membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan perbuatan
perekrutan, pengangkutan, pengampungan, pengiriman, pemindahan, atau
penerimaan seseorang, dengan kekerasan, penggunaan kekerasan,
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan

atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran, atau manfaat
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walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas
orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut.

c) Unsur baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan

pat dimintakan
bahwa dalam
terdakwa yang

atas pertanya i i e ' | Ernawati dan
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termuat dalam dakwaan Pe num serta dapat menjawab seluruh
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pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim,
Penuntut Umum maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim
berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum.
b) Unsur membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan perbuatan
perekrutan, pengangkutan, pengampungan, pengiriman, pemindahan, atau

penerimaan seseorang, dengan kekerasan, penggunaan kekerasan,
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penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan
atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran, atau manfaat
walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas
orang lain untuk tujuan mengeksploitasi-orang tersebut. Menimbang, bahwa
uraian unsur ini adalah bersifat alternative sehingga apabila terbukti salah
satunya maka terbukti pula-keseltiruhan perbuatan yang dapat dikategorikan

memenuhi redaksi dari unsur tersebut diatas.

Menimbang, bahwa untuk dikatakan sebagai percobaan haruslah memenuhi
persyaratan yaitu: Ada niat (rencana) rencana itu harus terwujud dengan suatu
perbuatan permulaan perbuatan - Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata
karena kehendaknya sendiri. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-
saksi, petunjuk-dari keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta sebagai
berikut: Menimbang, bahwa saksi-DEW|I pada-awalnya terdakwa | Ernawati alias
Erna menjanjikan pekerjaan yang yang enak dengan gaji yang besar menjadi TKI
ke Malaysia dengan meninggalkan uang berkisar 3.000.000-4.000.000 kepada

orang tua korban sehingga karban mau berangkat bekerja ke Malaysia.

Terdakwa sudah biasa mengirim TKI ke Malaysia dengan pola rekrut yang
sama yaitu dengan mendatangi korban ke rumah dan bertemu dengan orang tua
korban dengan menjanjikan pekerjaan yang enak dan gaji yang besar, korban yang
memiliki hutang seperti salah satu korban yang bernama gita punya hutang dan
cicilan kredit semakin memudahkan terdakwa mmerekrut korban untuk mau
menerima tawaran pekerjaan di Malaysia. Terdakwa dapat imbalan 3.000 - 4.000

ringgit Malaysia untuk satu orang, dalam perekrutan korban ini banyak korban
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yang menjadi korban dari terdakwa. Pekerjaan terdakwa lama kelamaan semakin
tidak jelas karena keterangan yang berubah ubah dari terdakwa karena terdakwa
memeberikan keterangan yang berubah ubah kepada calon tenaga kerja yang
berangkat sehingga timbul kecurigaan dari.saksi gita dan.dewi bahwa mereka
akan dijual ke Malaysia, maka pada hari kamis tanggal 21 November 2019 sekitar
pukul 12.00 saksi dewi dan- gita “melarikan, diri dari rumah penampungan
sementara kemudian melaporkan ke Kepala Kepolisian Daerah ( Polda )
melaporkan kepada kasubdit 1V Dit Reskrimum Polda Riau AKBP RIDHO
PURBA S.IK, M.H. dan memerintahkan PDA EDDY SISWANTO dan anggota

lainnya untuk berangkat ke Kampar.

Baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan
Menimbang, bahwa uraian unsur perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal ini
adalah bersifat altenatif sehingga apabila terbuktiisalah satunya maka terbukti pula
keseluruhan perbuatan yang dapat dikategorikan memenuhi redaksi dari unsur
tersebut. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan
keterangan terdakwa ‘sendiri maka diperoleh fakta, benar anatar terdakwa |
Ernawati alias Erna dengan terdakwa H-nurliana lubis telah terjadi pembagian
tugas dalam terlaksananya perbuatan perekrutan tenaga kerja (TKI) illegal.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka inipun telah terbukti
secara sah dan menyakinkan. - Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari
Pasal 10 UU.RLLNO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka para

terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
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melakukan tindak pidana sebagimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. -
Menimbang, bahwa Penasehat Hukum para terdakwa dipersidangan telah
mengajukan pembelaan dimana di dalam pembelaan kuasa hukum para terdakwa
yang pada pokoknya menyatakan bahwa..uraian unsur.mengenai apa yang
diuraikan di dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana Jaksa Penuntut Umum
tidak menyatakan secara tegas qperbuatan: mana. yang dilakukan para terdakwa
yang memenuhi uraian Unsur dalam Pasal 10 UU.RI.NO. 21 Tahun 2007 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP, sebagaimana unsur kedua dan ketiga karena dari seluruh unsur tersebut
tidak satupun fakta hukum yang dapat membuktikan bahwa para terdakwa
melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam tuntutan Jaksa Penuntut
Umum dengan demikian maka para terdakwa tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan menurut hukum-melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam
Pasal 10 UU.RL.NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, oleh karena itu maka
penasehat hukum para terdakwa mohon agar Majelis-Hakim membebaskan para
tedakwa dari segala dakwaan, memulihkan.hak para terdakwa dalam kemampuan
kedudukan dan harkat serta martabatnya dan membebankan biaya perkara kepada
negara.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula menanggapi
pembelaan dari penasehat hukum para terdakwa tersebut dimana yang pada
intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutannya yang telah dibacakan pada

persidangan.
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Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang diajukan oleh penasehat
hukum para tedakwa Majelis tidak sependapat dengan apa yang telah diuraikan
dalam pembelaan penasehat hukum tersebut karena oleh karena dari keterangan
saksi-saksi yang.diajukan dipersidangan Majelis sependapat dengan apa yang
menjadi-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum di mana perbuatan para terdakwa
telah memenuhi unsur-unsur_sebhagaimana: diatur. dalam Pasal 10 UU.RI.NO. 21
Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang Jo Pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHP dimana para terdakwa telah terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama membantu atau
melakukan percobaan untuk melakukan perbuatan pemindahan atau penerimaan
seseorang walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang.memegang kendali
atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut, dengan demikian
oleh karena pembelaan penasehat hukum para terdakwa tidak beralasan hukum
maka haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa telah dibuktikan dengan
didasarkan ‘“sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah” sebagaimana diatur
didalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, ‘maka terhadap para terdakwa dapat
dijatuhi pidana. - Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis
Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang dapat melepaskan atau membebaskan
para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik dengan alasan pembenar
maupun alasan pemaaf sebagaimana yang diatur dalam PasalL 44, Pasal 46 dan
Pasal 51 KUHP maka para terdakwa harus mempertanggung jawabkan

perbuatannya dimata hukum.
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Menimbang,  bahwa oleh  karena para terdakwa  mampu
mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak terdapat suatu alasan yang

dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa, maka para terdakwa harus

dijalani ole
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terhadap p
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kumulatif yaitt
dijatuhi pidana ¢
Hakim.
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
meringkan para terdakwa: Hal-hal yang memberatkan:

a) Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat. Hal-hal yang

meringankan: Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
b) Para terdakwa sopan dalam persidangan. Para terdakwa telah berusia lanjut.

- Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan
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dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 ayat (1) biaya
perkara ini dibebankan kepada para terdakwa.

c) Memperhatikan, Pasal 10 UU.RLLNO.21 Tahun 2007 Tentang

na Perdagang Pasal 55 ayat (1) ke-1

“‘ “\“ .@a um Acara

masing-masing S a) tahun 6 bulan dan denda sejumlah Rp.
150.000.000, - (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan
apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara
selama 1 (satu) bulan.

3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4) Menetapkan para terdakwa tetap ditahan
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5) Menetapkan barang bukti berupa

a) (1) lembar KTP photocopy atas nama Sri Wahyuni NIK

1271124395870006.

B. Hamb

di Kota B

Pasal 88 Orang tidak

mengatur a minimum dan
maksimum n 2014 tentang

Perdagang a sanksi pidana penjz j dapat-dijatuhkan adalah

ketentuan pasal mengenai 3 erhadap eksploitasi seksual yang
dilakukan terhadap anak di bawah umur tampaknya menunjukkan suatu bentuk
kekeliruan dari hakim, dimana hakim kurang tepat dengan menggunakan
ketentuan Pasal 83 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh
karena itu, penulis kurang sependapat dengan penerapan hukum yang dilakukan

oleh hakim.
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Majelis Hakim berwenang untuk menganalisis kembali keterangan saksi,
keterangan ahli, keterangan terdakwa dan alat bukti yang diajukan selama
persidangan karena dalam menjatuhkan sanski pidana kepada terdakwa
dibutuhkan pertimbangan dan.kenyakinan..Majelis Hakim. Fakta- fakta yang
terungkap dalam persidangan menjadi dasar yang sangat penting untuk dijadikan
pertimbangan / untuk membahas-unsur:yang terdapat Pasal yang didakwakan oleh
Jaksa Penuntut Umum “terhadap terdakwa. Selain pertimbangan yuridis berupa
dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti,
dan Pasal-Pasal yang dilanggar Majelis Hakim juga harus memiliki pertimbangan
non yuridis berupa latar belakang terdakwa pada saat melakukan perbuatan
kondisi dari terdakwa pada saat melakukan dan akibat hukum yang ditimbulkan
dari perbuatan terdakwa. Maka dari itu sangat penting bagi Majelis Hakim untuk
memperhatikan, menelaah dan meneliti kebenaran:dari perbuatan terdakwa.

Majelis Hakim juga harus memiliki pertimbangan yuridis dan pertimbangan
non yuridis serta keyakinan Hakim untuk memutuskan suatu perkara pidana demi
terwujudnya rasa keadilan bagi terdakwa, korban dan bahkan masyarakat. Setelah
Majelis Hakim melihat dan"mempertimbangkan segala aspek yang terdapat dalam
perkara, telah mempertimbangan pertimbangan yuridis dan non yuridis Majelis
Hakim harus juga memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal-Pasal
yang didakwakan, berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut umum yang didakwakan
kepada terdakwa dinyatakan terbukti yaitu terdakwa melanggar Pasal 10
UU.RI.NO.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
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Adapun unsur-unsur dalam Pasal 10 UU.RI.NO.21 Tahun 2007 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP harus di perhatikan oleh Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya.

Adapun unsur-unsur- dalam «Pasal 10 UU.RILNO.21 Tahun 2007 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP yang dilanggar yaitu:

a)

b)

Unsur barang siapa bahwa yang di maksud dengan “barang siapa” menunjuk
kepada setiap orang baik ia perorangan (person) maupun korporasi sebagai
subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mana atas segala
tindakan-tindakannya dapat dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan
hukum. Dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dua orang
terdakwa dan selama persidangan berlangsung terdakwa membenarkan dan
tidak menyangkal identitas yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum,
sehingga dengan melihat unsur dan telah mempertimbangkan beberapa hal
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi.

Unsur membantu atau melakukan percobaan.untuk melakukan perbuatan
perekrutan, pengangkutan, pengampungan, pengiriman, pemindahan, atau
penerimaan seseorang, dengan kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi
rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran, atau manfaat walaupun
memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain
untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut. uraian unsur ini adalah bersifat

alternative sehingga apabila terbukti salah satunya maka terbukti pula
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keseluruhan perbuatan yang dapat dikategorikan memenuhi redaksi dari unsur
tersebut diatas. Dan melalui uraian unsur dan pertimbangan Majelis Hakim

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tersebut telah sah dan
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pertimbangan dengan pertimbangan-pertimbangan yang Majelis Hakim lakukan
maka dengan itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur-unsur dalam pasal
yang terdapat dalam Pasal 10 UU.RI.NO.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti

dan telah terpenuhi secara sah menurut Hukum.
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Sebelum Majelis Hakim memutuskan dan menjatuhkan sanksi pidana
kepada para terdakwa maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan
keadaan/hal-hal yang memberatkan dan meringkan para terdakwa, dalam perkara
ini ada beberaparhal yang meringankan para terdakwa.ialah para terdakwa
mengakui dan menyesali perbuatannya, para terdakwa sopan dalam persidangan
dan pada perkara ini para terdakwa:telah serusia lanjut itulah hal-hal yang
meringankan para terdakwa tapi dalam hal maka dalam penjatuhan sanksi pidana
maka Majelis 'Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut, namun adapun
hal-hal yang memberatkan para terdakwa ialah perbuatan yang dilakukan oleh
para terdakwa ini telah meresahkan masyarakat, dalam perbuatan yang dilakukan
oleh para terdakwa telah membuat masyarakat cemas dan resah maka dengan ini
hal tersebut juga akan mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana yang akan
dilakukan Majelis Hakims,Maka setelah melihat semua keterangan saksi,
terdakwa, barang bukti dan alat bukti, fakta-fakta yang terkuak dalam

persidangan.

Melihat unsur-unsur, dalam pasal 10 UU.RI.NO.21 Tahun 2007 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP yang telah terpenuhi secara sah dan melihat hal-hal yang memberatkan dan
meringkan para terdakwa, maka Majelis Hakim memutuskan dan menjatuhkan
sanksi pidana kepada terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara
bersama-sama membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan perbuatan
pemindahan atau penerimaan seseorang walaupun memperoleh persetujuan dari

orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang
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tersebut sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu terdakwa melanggar
Pasal 10 UU.RI.NO.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara_masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 bulan dikurangkan selama para
terdakwa berada dalam tahanan-dandendasebesar Rp. 150.000.000 - (seratus lima
puluh juta rupiah) karena selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak
menemukan adanya fakta-fakta yang dapat membebaskan dan meringankan para
terdakwa dari jerat hukum dan tidak ada pula alasan pembenar maupun pemaaf
maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana
yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim dalam persidangan.

Dalam hal ini tindak pidana perdagangan orang merupakan pidana
kumulatif di mana dalam pidana kumulatif seseorang dapat menerima sanksi
pidana secara berganda yaitu hukuman yang diberikan ialah penjatuhan pidana
penjara dan denda, jadi pidana penjara dan denda dijatunkan secara bersamaan
oleh Majelis Hakim"dalam menjatuhkan putusannya; namun dalam penjatuhan
denda terhadap para terdakwa yang besarnya akan ditentukan dengan putusan
Majelis Hakim. Bahwa isi Pasal dalam Pasal 10 UU.RI.NO.21 Tahun 2007
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu “Setiap orang
yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana
perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6” maka akan dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana
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denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000.
Sedangkan Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu “mereka yang melakukan, yang
menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Maka putusan
Hakim yang menjatuhkan hukuman kepada.para terdakwa. sudah tepat karena
telah sesuai dan telah memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal
tersebut dan - Majelis Hakim, «telah: mempertimbangkan semua hal dalam
persidangan berupa keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa, barang dan alat
bukti dalam persidanga, fakta-fakta dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah
melihat dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan
terdakwa. Jadi, Putusan Hakim sudah tepat dalam penjatuhan sanksi pidana
terhadap para terdakwa maka para terdakwa harus mempertanggung jawabkan
perbuatannya.

Untuk mengetahui alasan hakim dalam  ,menerapkan-ancaman hukuman
demikian, maka berdasarkan wawancara yang dilakukan olen Hakim Dedi
Kuswara, S.H.,M.H., menuturkan bahwa

Dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim juga mempertimbangkan
dari segi hal-hal"yang dapat meringankan maupun hal-hal yangdapat
memperberat sanksi pidana. terhadap.terdakwa. Hal-hal yang memberatkan
antara lain apabila korban—hasil tindak pidana mengalami penderitaan,
adanya kerugian materil dan fisik, serta terdakwa pernah dihukum.

Sedangkan hal-hal yang meringankan sanksi pidana terdakwa adalah apabila

terdakwa bersikap sopan, mengakui kesalahannya, menyesal, terdakwa

masih tergolong muda sehingga diharapkan memperbaiki perbuatannya, dan
terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hakim Dedi Kuswara,

S.H., M.H. dapat diketahui bahwa dalam menerapkan hukuman, hakim tidak

begitu saja melihat dari segi pelanggaran yang dilakukan dan tidak hanya
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berpedoman pada ketentuan sanksi pidana diterapkan dalam undang-undang
melainkan juga melihat pada hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan
sanksi pidana yang akan berimplikasi pada putusan hakim dalam menjatuhkan
sanksi pidana.

Lilik Mulyadi berpendapat bahwa “dalam putusan hakim harus juga memuat
hal-hal apa saja yang dapat. meringankan  atau. memberatkan terdakwa selama
persidangan berlangsung.” Dalam kaitannya dengan permasalahan yang penulis
teliti, yakni pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 185/P1D.SUS/2020/PN.BKN
adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan para terdakwa telah
melanggar norma-norma dalam masyarakat dan perbuatan para terdakwa dapat
merusak masa depan anak bangsa. Sedangkan hal-hal yang meringankan pidana
adalah para terdakwa berlaku sopan, mengakui serta menyesali kesalahannya dan
berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan para terdakwa belum pernah
dihukum (Mulyadi, 2007:16).

Pada saat dilakukan wawancara, | Ernawati alias Erna dan terdakwa Il
Nurliana Alias lubis memberikan pengakuan bahwa selain menjual korban, masih
ada perempuan yang biasa diperjualbelikan.oleh terdakwa yaitu Sdr. Pr. Indri, Pr.
Nia Dan Pr. Vira dan tarif dari wanita pekerja seksi komersial yang terdakwa jual
yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana wanita tersebut digunakan
hanya sekali main. Mereka terdakwa juga menjelaskan bahwa hasil keuntungan
penjualan yang diterima oleh terdakwa Wahyu dari hasil penjualan tersebut Rp.
300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah)

dan Suaib mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
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sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dari hasil pengakuan tersebut
serta menunjukkan adanya penyesalan dan tidak akan mengulangi perbuatannya
lagi memberikan suatu bentuk pertimbangan bagi hakim untuk mempertingan
sanksi pidananya,ssehingga dengan demikian.setelah  mempertimbangkan hal-hal
yang meringankan dan memperberat pidana, maka hakim menjatuhkan sanksi
pidana sebesar 4 (empat).. tahun ‘penjaras dan pidana denda sebesar Rp.
60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Untuk ~menguatkan informasi diatas peneliti berusaha melakukan
komunikasi dengan terdakwa tindak pidana perdangan orang, maka berdasarkan
wawancara yang dilakukan oleh Ernawati alias Erna, menuturkan bahwa:

Saya bersama teman saya saudari Nurliana Alias lubis berkerjasama untuk

menghasilkan uang dengan.mengirim. orang untuk kepentingan tertentu.

Setiap organg yang kita kirim memiliki harga sesuai dengan kebutuhan dari

yang memesan. Dan tariff yang kami terima lumayan besar sehingga

mengakibatkan saya mengirimkan orang dengan berulang. Saya sangat
menyesal telah melakukan hal tersebut.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, penulis
berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat meringankan
dan memperberat sanksi pidana, maka sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim
cenderung kepada penjatuhan sanksi minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 2
Jo. Pasal 7 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang maupun dalam Pasal 83 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak. Dalam Pasal 2 jo. Pasal 17 UU Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut menetapkan
bahwa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima

belas) tahun, yang apabila korbannya adalah anak di bawah umur maka ancaman
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pidananya ditambah sepertiga. Jadi, ancaman pidana penjara paling singkat
selama 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Atas dasar ketentuan tersebut,

selanjutnya hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Wahyu Bongka dan Suaib

(seratus dus Ita rupiah) dan pa P ,- (enam ratus
juta rupiah
Perlindung

60.000.000,- (enam puluh j ; ).000.000,- (tiga

Sehingga hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan
orang di Kota Bangkinang dalam perkara Nomor: 185/Pid.Sus/2020/PN.BKN,
yaitu:

1. Majelis Hakim melakukan pertimbangan dalam unsur didalam Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP apakah unsur tersebut terpenuhi atau tidak, maka Majelis
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Hakim melakukan pertimbangan-pertimbangan yang membuat majelis

hakim sulit meletakan putusan sanksi maksimal kepada terdakwa.

. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Orang tidak 3 i pid n denda dengan batas

<Nt '0.’

STTAS ISLA
ﬁ\‘“ﬁﬂ “2
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BAB IV

PENUTUP

meringa
putusan

Pengadil

. Hambatan penegakan hukum te dak pidana perdagangan orang di

Kota Bangkinang dalam perkara Nomor: 185/Pid.Sus/2020/PN.BKN, yaitu:-
Majelis Hakim melakukan pertimbangan dalam unsur didalam Pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHP apakah unsur tersebut terpenuhi atau tidak, maka Majelis
Hakim melakukan pertimbangan-pertimbangan yang membuat majelis hakim
sulit meletakan putusan sanksi maksimal kepada terdakwa.-Pasal 88 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perdagangan Orang tidak mengatur
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adanya sanksi pidana penjara dan denda dengan batas minimum dan

maksimum.

. Saran

meningkatkar
orang da  be 3 : afficking sehingga
tujuan pemb

maksimal.
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